T BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

1. Suan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Laman: btp:/kubar bawaslu go.d
BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT

Alamat : JI. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat

KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
No Pendaftaran** : ........cooveveeennn.

Nama L ettt ieeeeeeeeeeeeeetaeeeeeeeeteeeeeesetaseeeeesesetaeeeeettaeeeeeseraaaeeerrrianaaas
Alamat L e eeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeseesssssesssseseerteeteeeeeeeeeeeeteeiaaaaaaaaaar——————————.s
Nomor Telpon/EMail 1 oo e
Rincian Informasi yang dibutuhkan : ...

PPID Memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan:

a. Pasal 17 huruf ............... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik***
b. Pasal ....... Undang-Undang............ Hokxk

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal diatas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai berikut :

Dengan demikian menyatakan bahwa:
PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak menerima Surat Keputusan ini.

Sendawar, tanggal, bulan. Tahun
Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID)

(Hesty Sudiarni)
Keterangan:
* Pilih salah Satu
*ok Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registerasi Permohonan Informasi Publik

ok Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf i Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

*x*x  Sesuai dengan Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, diisi oleh PPID sesuai dengan Pasal Pengecualian dalam Undang-Undang lain
Yang mengecualikan Informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan Undang-Undangnya)

**x*x Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Peraturan Badan Ini.



